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ABSTRAK

NARIATI. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Saro To Massangki To
Massamba’ di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (dibimbing
oleh Rahman Ambo Masse dan Abdul Hamid).

Al-ljarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah
mengupah merupakan muamalah yang. telah disyariatkan dalam Islam. Hukum
dasarnya adalah mubah atau boleh.bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi saw., dan
ketetapan Ijma Ulama. Penelitian ini merumuskan masalah: (1) Bagaimana perjanjian
pengupahan terhadap .saro to massangki to massamba’ di Desa Kaluppang
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (2) Bagaimana sistem pengupahan terhadap
saro to massangki to massamba’ di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten
Enrekang.(3) Bagaimana upah_terhadap saro to massangki to_massamba’ di Desa
Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menurut tinjauan hukum
ekonomi Islam. Adapun penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui perjanjian
pengupahan terhadap saro 7o massangki to massamba’ di. Desa Kaluppang
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; (2) Untuk mengetahui Sistem pengupahan
terhadap saro to massangki to massamba’ di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa
Kabupaten Enrekang; (3) Untuk mengetahui upah terhadap saro to massangki to
massamba’ di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menurut
tinjauan hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian
masyarakat desa Kaluppang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik, observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam @analisis data ialah
pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan hasil:. (1) pengupahan terhadap saro to
massangki to massamba’ di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang
yaitu dilakukan secara lisan dengan beberapa perjanjian. Kejadian tersebuat sudah
sesuai dalam hukum ekonomi /Islam karena antara kedua belah pihak terjadi
pembuatan akad yang kemudian ada pernyataan-para pihak apakah setuju atau tidak
untuk melakukan pekerjaan buruh tani. Objek dan manfaat akad yang dimaksudkan
juga sudah jelas yaitu pekerjaan massangki_samba’. (2) Pembagian upah dengan
sistem netto (gaji bersih)=yaitu dengan upah 9:1:sembilan mangkok untuk pemilik
padi dan satu .mangkek.penuh untuk buruh.tani.Pembagian,upah ini dilakukan
berdasarkan satuan hasil atau berdasarkan jumlah padi yang dipotong. (3) Sistem
pengupahan ini kemudian ditinjau berdasarkan pada prinsip hukum ekonomi Islam
yaitu prinsip keadilan, siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, dan
solidaritas sosial. Dimana kejadian di lapangan atau mekanisme pengupahan yang
terjadi di Desa Kaluppang sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam
tersebut.

Kata Kunci : Al-ljarah, Massangki Samba’, Hukum Ekonomi Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. merupakan sumber tuntunan hidup

bagi kaum muslimin untuk menap ridupan fana di dunia ini dalam rangka

menuju kehidupan kekal di dan sunnah Rasulullah saw.
sebagai penuntun me yang universal. Artinya,

ideal untuk masa lalu,

tidak lu i kaj , bertujuan menuntut a dijalan lurus

kan tuntutan

nsi ibadah.!

an ekonomi dalam pand

, merupakan anjuran

ikia am tidak mengkehendaki jadi mesin

melahirkan dalam Islam

fat materi pl

gat dicela.

lain menyediakan pekerjaan yang disebut majikan.

'Suhrawardi, Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur : Sinar
Grafika,2012), h.1.
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Al-ljarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum
dasarnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi

saw., dan ketetapan Ijma Ulan

Perlu diketah latkan al-ijarah itu adalah untuk
memberi kering hidup. Banyak orang yang
lain banyak orang yang
gan adanya
belah pihak
engamatan secara lang yarakat pada
ecamatan Maiwa K melakukan
alam hal potong padi seca massangki
upah yang
aka pekerja
akat di Desa
milik sawah
yang akan
ermasalahkan

upah yang diterima.

2Abdul Rahman Gazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidig, Figh Muamalat (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.
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Meskipun pekerja massangki samba’ tidak mempermasalahkan hal
tersebut (upah), namun hal tersebut terdapat unsur ketidak adilan antara
pemilik sawah dan pekerja, karena tenaga yang dikeluarkan pekerja tidak

sebanding dengan upah yang didapat,sehingga hak-hak para pekerja belum

terpenuhi.
1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana per . . ) massangki to massamba’

1.2.2 : assamba’ di

1.2.3 rhadap saro to mass * di Desa

n Maiwa Kabupaten En auan hukum

1.3 Tu
1.3.1 erhadap saro assangki to
tal

1.3.2 i ' assamba’ di

1.3.3 3 di Desa

ekonomi Islam.
1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat

terhadap hal-hal sebagai berikut:
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1.4.1  Dari segi teoritis
1.4.1.1 Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti
membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah berjalan.

1.4.1.2 Memberi partisipasi pemikiran bagi pengembangan pemahaman Fakultas

Syariah dan IllmuHukum da umumnya dan mahasiswa Jurusan
Muamalah pada k
1.42  Dari Segi Pr

1421 uan dan sebagai sarana

1422 Hasil penelitian ini
han kepada masyarakat

ki samba dengan benar

1423 - Sebagai kontribusi pemikir kum Islam

), tentang sist h panen

PAREPARE
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BAB I
TINJAUN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada beberapa penelitian terkait dengan Tinjauan Hukum

Ekonomi Islam Terhadap Massangki Samba’di Desa Kaluppang
Kecamatan Maiwa

yang dilakuka ami Vidi Alamsyah dengan

da tenaga kerja dengan pah menurut
t waktu. Upah yang dit
u kerja 21 hari setiap te

melebihi ambang batas ket um provinsi

Penelitian terl n dengan pe yang akan
lakukan. Fo enelitian Fah i Alamsyah
penerapapienmn Ejan ukur ktu dengan

di PT.Royal

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus dengan judul “Sistem

Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di

Fahmi Vidi Alamsyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada
PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”,(Skripsi Institut Agama
Islam Negeri Purwokerto, 2015). Diakses 29 November 2018.
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Dusun  Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum  Ekonomi
Syariah)”.*Penelitian ini menjelaskan sistem pengupahan buruh usaha batu
bata menggunakan sistem hasil dimana besarnya kompensasi atau upah

ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja. Sistem pengupahan

usaha batu bata di Dusun Pac da Kabupaten Sidrap juga menggunakan
sistem hasil namun janjian antara pemilik usaha dan

buruh dimana gisyaratkan ada atau uang muka sebelum

litian Agus, fokus
atu Bata Dalam Peni
Kab.Sidrap (Analisis Hu
i elitian yang dilakukan oleh

Upah

yang buruh

ang  Sistem
n Buruh Di
ah).

dul “Sistem

wangi di Ser Undang-Undang K

i Islam)”.

ami kesem RIEMR)EQ mengal

kan sisitem pahan yang

ang sistem upah
yang mengalami keterlambatan ‘pembayaran pada perkebunan kelapa sawit

dan ingin meningkatkan kesejahteraan pekerja Pt. Sumur Pandanwangi di

*Agus, “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di
Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”,(Skripsi Institut Agama Islam
Negeri Parepare, 2017).
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Seruyan (Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi
Islam).®
Sementara dalam penelitian yang penulis akan lakukan adalah

berfokus kepada Tinjauan Hukum Ekonomi IslamTerhadap Saro To

Massangki To Massamba’ Di luppang Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang. Penulis al )erjanjian dan sistem pengupahan

esa Kaluppang kecamatan

2.2
teoritis atau
menjadi grand teori d : ermasalahan
u untuk menjawab per yang telah
221 T
2211

*Yulianti, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur
Pandanwangi di Seruyan (Di Tinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi
Islam)”,(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017). Diakses 24 Juli 2019.

®Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1345.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Menurut  Undang-Undang  No.13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, ke atau peraturan perundang-undangan

termasuk tunjangan luarganya atas suatu pekerjaan

atau jasa yang

dihasilk
1.
1.1. Up i ad C i an  se nai kepada
sa-jasa atau
perjanjian
1.2. Up a_(Rill Wages) adal yata, ya enar-he rus diterima

1.3. Upah hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk

membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan

"Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
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pokonya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan,
asuransi, rekreasi, dan lain-lain.
1.4. Upah wajar adalah upah yang secar relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha

dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar

inilah yang diharapkan oleh pa
1.5. Upah minimum adal akan dijadikan standar oleh
pengusaha untu dari pekerja/buruh yang

sanya ditentukan oleh

2. Fak engaruhi upah:

yang mempengaruhi b upah iterima oleh

tenaga ga upahnya
cender supply yang

berlimpa

8zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.
89-91.

*Muhammad Agus, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1992), h. 142.
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10

2.2 Organisasi buruh
Ada tidaknya organisasi buruh atau lemah tidaknya organisasi buruh tetap ikut
mempengaruhi terbentuknya tingkat upah.Bahkan labour union yang kuat dapat

terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan ikut menentukan tingkat upah

yang dibayar.
2.3 Kemampuan untuk mem
Realisasi pemberi

gaji tergantu emampuan membayar dari

perusahaan.Jika ditinjau de i elompokkan sebagai salah satu

pakan imbalan atas Jgi  prestasi,

i upah yang diteri

an sebagai

r.Pemerintah menetapkan

ikan dengan an ekonomi

etiap daerah

Byrhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 248.
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3. Sistem Upah Ketenagakerjaan di Indonesia
Dalam sebuah perjanjian kerja, pengusaha dan pekerja merupakan subjek hukum
yang terikat hubungan kerja dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah

satu hak pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha adalah upah.

Upah diterima dan dinyatakan da ntuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan,

yang ditetapkan dan dibay janjian Kerja, kesepakatan atau

peraturan perundang njangan bagi pekerja dan

dilakukan dengan mata
3.2 Up i ecara langsung atau me

3.3 Da arkan melalui bank, maka u : angkan oleh

da tanggal pe (Pasal 22)
pahan yang pengusaha & mberi kerja
ma tergantun pekerjaan. Pe perundang-

di IndoneM@lEPanEnagakerja

harian, mingguan, atau bulanan. Besarnya upah juga dapat ditetapkan atas jumlah
waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya adalah

upah lembur yang dihitung atas jam kerja lembur.
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3.2 Upah Berdasarkan Satuan Hasil
Pengusaha tidak membayar pekerjaan karyawan berdasarkan waktu Kerja,
melainkan kuantitas hasil pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan satuan hitung,

misalnya per potong, per biji, per kilo, per lusin, per kodi, dan seterusnya. Sehingga

untuk pekerjaan yang sama, jumlah ang diterima setiap pekerja bisa berbeda

setiap bulan, atau tergantung sing-masing. Prinsipnya, semakin

didasarkan pada v j rtentu yang
pem erja dan pekerja diawal. Up merupakan
an, dari awal i Jol: an, sehingga
tidak ac ahan pembay:

ngan dapat d i s selesainya

an/jasa lepas

Hal pokok dari ketiga sistem upah ‘tersebut adalah perlunya kesepakatan antara

pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja mengenai besaran gaji, komponen

upah, dan sistem pembayarannya. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan
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batasan, dimana pengusaha tidak boleh mengupah karyawan lebih rendah dari upah
minimum.**
2.2.1.2 Upah dalam Islam

ljarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. la

sesungguhnya merupakan transaksi memperjual belikan manfaat suatu harta

benda. Transaksi ijarah tuk kegiatan muamalah yang

umlah uang
aan rumah
ighi, menjadi ajiir, yan i i penjelasan
dari mengerjakan su j us, seperti
kur rambut, atau memb bagainya, ia
u bayaran.Oleh sebab itu, pekerjakan
ajiir, tidak lang-halangi

annya, atau batkan suatu

satu bentuk

pihak atau

YSyiti Rommalla, “Sistem Upah Ketenaga Kerjaan Indonesia,” Blog Syiti Rommalla.
https://gadjian.com/blog/2019/10/17/ sistem-upah-ketenagakerjaan-di-indonesia/# (28 November
2019)

2Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual(Cet.l, Jakarta : Raja Grafindo
Persada,2012), h.181.

¥\Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hyyie al-Kattani, dkk., vol.4
(Cet.X; Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 78.
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saling meringankan, serta salah satu bentuk tolong-menolong yang di ajarkan agama.
liarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.™
Pada Bab VI bagian | pasal 1548 bahwa, sewa menyewa adalah suatu

persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan

kepada pihak yang lain dalam parang selama waktu tertentu, dengan

pembayaran suatu harga yan tersebut berakhir. Orang dapat

bergerak.™

menyewakan berbagai
1. Dasar Hukum
ventuk upah

lam. Hukum

hur Ulama adalah mu Jilaksanakan

tuan yang ditetapkan o

an ayat Al-

abi, dan ketetapan Ijma

ersepakat atas legalnya aka: pu Bakar al-

Ismail bin U

Qasyani, an- ani, dan Ibnu

Mereka mel jarah adalah al manfaaat,

manfaat-manfaat t q ukan akad,

ikit. Sesuatu

“Helmi Karim, Figh Muamalah(Cet. I; Jakarta :Raja Grafindo Persada,1997), h.29.

33pedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Cet. XIV; Jakarta:Sinar Grafika,
2015), h. 371.

®Abdul Rahman Gazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidig, Figh Muamalat (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.
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dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat
akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan
manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini atau manfaat yang antara
tercapai dan tidaknya adalah seimbang.*’

Adapun dasar hukum tent bolehan al-ijarah sebagai berikut :

oy~ {o,a,u:’a, $o S0 _ 8 on @
O o W el (pp s (A

; 1 Yahya bin
Umayyah darl Sa’id i aqgbury, dari

ata: Rasulullah saw. be longan yang
ka pada hari kiamat. [ ng aku jadi
kan mengalahkannya p lamg angkan siapa
. 2. Seorang

orang yang
memenuhi

dalah ijma’.
eh para ahli
diatas. Hal
ini. Dalam
ki beberapa
rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat

tinggal. Dengan dibolehkannya ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat

Ywahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., vol.5
(Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 385.

¥ Abdullah Shonhaji dkk, terj.Sunan Ibnu Majah (Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h.
249.
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tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk
beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang
disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.*

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-

kaedah dasar dan aturan da mua sisi kehidupan manusia baik dalam

ibadah dan juga mue a makhluk). Setiap orang mesti

butuh berinte lainnya untu menutupi kebutuhan dan

diantara mereka. Karena perlu kita ketahui

rsifat universal. la me tanpa batas,

aerah tertentu seperti r ajaran Nabi

berlaku bagi orang Ara 0, kulit putih
niversitas Hukum Islam ini ilik hukum
ukum Islam
yai sifat yang din

2. ah dan Sewa-
pul dari dua
belah p ijarah ada

empat, ya

2.1 Dua orang yang berakad f(orang yang menyewakan/mu’jir dan
penyewa/musta’jir).

2.2 Sighat (ijab dan gabul).

*Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.320.
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2.3 Sewa atau imbalan.
2.4 Manfaat.?°
3. Syarat-syarat Upah dan Sewa-menyewa (ljarah)

Seperti halnya dalam akad jual beli, terdapat juga syarat-syarat ijarah, yaitu:

3.1 Syarat terjadinya akad (syarat iz

Berkaitan dengan aqid.d ang berkaitan dengan aqid adalah
berakal, menurut Syafi’iyah dan
Hanabilah. Dengan 'de : ij i apabila pelakunya (mu jir dan
musta’j
syarat d - jua ' syarat untuk
kelangs an demikian, apabila a enyewakan
dirinya a) atau barang yang di
sah, teta annya menunggu izin w.

3.2 Syd = ad (nafadz)

a sipelaku (aqid) tic punyai hak

ikan atau ki , erti akad ya akukan oleh

maka akpnln E\Pﬁsnle dan me

anafiah dan
uan pemilik
hukumnya batal,

seperti halnya jual beli.

2Abdul Rahman Gazali, Ghufron lhsan, dan Sapiudin Shidig, Figh Muamalat (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 278.

2! Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010), h. 321.
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3.3 Syarat sahnya ijarah
Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan agid
(pelaku), maqud alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut:

3.3.1 Persetujuan kedua belah pih eperti dalam jual beli.
3.3.2 Objek akad yaitu sehingga tidak menimbulkan
perselisihan. s, sehingga menimbulkan

perselisihan ngan demikian, manfaat

3.3.3 2 upun syar’i.
ak sah menyewakan ses ahkan secara
wakan kuda yang binal
1 se ’1, seperti menyewa t sedang haid

emb n masjid, atau menyewa do yang sehat,

nyewa tukan u sihir.

3.34 yang menjadi obj oleh syara’.

a menyewa ntuk tem pat

membunuh
upah untuk
perbuatan maksiat.
3.3.5 Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang

disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah. Hal tersebut karena seseorang

yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima
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upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya taqrrub dan taat kepada
Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-

qur’an, karena semuaya itu mengambil upah untuk pekerjaan fardhu dan

wajib
3.3.6 Orang yang disewsa anfaat dari pekerjaanya untuk
dirinya sendiri a memanfaatka untuk dirinya maka ijarah

demikian, tidak sah ijare as perbuatan taat karena

3.3.7 akad ijarah,

umum. Apabila manfa i uai dengan

akad ijarah maka ijara

ur pakain.

3.4 Syd i ad ljarah (Syarat Luzum)

ijarah itu me

g disewakan har dari cacat (‘aib) meyebabkan

manfaatan at tu. Apabila t suatu cacat

emikian ftﬁ EIEOP“aRrEyewa ata

ta’jir) boleh
sewa dan
, kendaraan
yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya
maka akad ijarah jelas harus fasakh (batal), karena ma 'qud ‘alaih rusak total dan hal

itu menyebabkan fasakh-nya akad.
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4. Macam-macam ljarah
Adapun macam-macam ijarahada 2yaitu:
4.1 ljarah atas manfaat

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad sewa-menyewa

(ijarah) berlaku sedikit demi sedi setahap demi setahap, sesuai dengan

timbulnya objek akad yait manfaat dari suatu benda yang

disewa tidak biasa di igus, melain emi sedikit. Akan tetapi,

menurut Syafi’iyah nabilah, ketetapan hu a-menyewa (ijarah) itu

benda yang

h untuk melakukan su u. Misalnya

enjahit pakaian, meng pat tertentu,

cuci atau kulkas, dan seba

h disepakati
yang sudah

kan. Ulama

5.1 Tengga ak 3 epakati dalam aka ahberakhir.” Apabila yang
disewakan tanah pertanian, rumah,’ pertokoan, tanah perkebunan, maka semua
barang persewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila

yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
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5.2 Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad
ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur
ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi,

karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual

maka transaksi ‘ijare ang dapat membatalkan ijarah

tanah, sebelum pekerja i duk desa itu
a dengan jumhur ulama embatalkan
h apabila objeknya men anfaat yang
au hilang, seperti kebakaran rjadi
ukum Ekon

ng sejarah u asan ekonomi suc min dengan

berbaga i masyarakat nya.?’Huku omi di suatu
negara dan beprﬁrnsEMRIEumbuhan bnomiannya.
Semaki Ng ula tuntutan
pengaturannya. atura k K3 an hukum itu

sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

22Akhmad  Muhajidin, Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep,instrument, Negara dan pasar (
Rajawali Pers, 2017), h. 5.
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Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk
mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.Hukum
ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang

mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara

secara nasional dan internasional. an definisi hukum ekonomi Islam akan

dijelaskan terlebih dahulu ter islam itu sendiri.?

0s dan nomos. Kata oikos
berarti nomos memiliki arti
mengat mah tangga,
erarti rumah

dan bahkan

atau mad

tangga ¢ inkan bisa berarti ekon
suatu N
onomi Islam, ada satu t -benar harus
kita pe

akidah

onomi dalam Islam itu s : ara kepada
yang bersum
Islam b a pada Al-Qur’an i g berbahasa

Arab.

Pengertian hukum ekonomi Islam belum didefinisikan secara baku oleh kalangan

pakar hukum Indonesia. Praktik hukum ekonomi Islam sebenarnya sudah ada di

ZFaisal, Modul Hukum Ekonomi Islam (Unimal Press,Sulawesi 2015), h. 5-6.

*Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Magashid al-Syari’ah, Edisi |
(Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 2
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negeri ini dalam berbagai bentuk sejak umat Islam membangun masyarakat.Misalnya
adalah hukum ekonomi Islam dalam bentuk transaksi, jual beli, perjanjian dagang,
sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memerhatikan kaidah halal haram dan

pelarangan riba.”®

1.2.2.1 Sumber Hukum Ekonomi
ada aturan-aturan yang telah
ditetapkan ole . ikiran manusia). Sumber-

swt. antara lain:

dan pertama.
ahyu/firman Allah swt i epada Nabi
elalui malaikat dalam
umat manusia. Al-Qur’
membaca. Kata kerja gara-

igra’ artiny: lagi menjadi enda qur’an,

>cara harfiah ber at esuatu yang dibaca atau

dur'an yang
, dan sikap

diam (sunnah tagririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah saw. yang tercatat

ZV/eithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (Cet. |; Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
h. 356.

%Muhammad Daud Ali,Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta,
Raja Grafindo Persada, 2005), h.79.
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(sekarang) dalam kitab-kitab hadis.?’ Dengan kata lain, di dalam hadis
berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang
dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad saw.,

dan penjelasan teoritik tentang Al-Qur’an. Sumber hukum ekonomi Islam

yang telah dijelaskan terseb merupakan yang pertama dan utama.

Selain itu, slam yang berdasarkan dari hasil

n, berusaha
ihad secara

menetapkan

ak ayat dalam Al-Qur’ embicarakan

enurut Isa Abduh yang di ad Fadhely,
nencapai725

Sip ekonomi

1.2.2.2
kecukupan
awabnya dengan
kekuatan sendiri, tidak menggantungkan'kepada pertolongan kepada orang lain. Islam

mengajarkan bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah yang diperoleh dari

*"Muhammad Daud Ali,Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, h. 97.

%7zainuddin Ali,Pengantar llmu Hukum di Indonesia(Jakarta, Sinar Grafika,2008),
h.38.
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usahanya sendiri. Islam pun mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik
daripada tangan yang meminta. Islam juga mengajarkan bahwa meminta-minta akan
menurunkan derajat kemanusiaan; orang yang meminta-minta di dunia, kelak

diakhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak berkulit.

ng tanpa resiko. Hal i dari prinsip
situ ada resiko” (Al kh
2. Ti : bunan

Dalam slam, tidak seorangpun dii mbun uang.

h menyimpa n. Dalam kat ukum Islam

mperbolehka h) yang gour  tanpa

an. Oleh ka us memberi ¢

bun uanF*aRieP(ﬁ)R(Euk uang K ersebut.

bagi mereka

Dalam 'sistem ek : 3l ehkan sesora aik dari perorangan
maupun dari lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi
persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam

ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul Khairat.
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4. Pelarangan interes riba
Ada orang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga
berbunga (componen interest) dan bunga yan dipraktikan oleh bank konvensional

(simple interest) bukan riba. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa bunga

bank adalah riba. Beberapa or erpendapat bahwa riba hanya terdapat

pada kegiatan perdaga ikan pada zaman jahiliah, bukan

ipraktikan o vensional saat ini.

h. Jika satu
Jika seorang
lem kemiskinan, maka t ainnya untuk
itu (dengan cara memb shadagah).

Allah. Apa pun harta lah

manah dari Allah. Oleh kar , ma rus menjaga
me
ma
jala
p
kesejahteraa an ke ata asyarakat denga : Katkan kemampuan
intelektual kerja dan pengabdiannya dan untuk misi kekhalifaan. Prinsip-prinsip

hukum ekonomi Islam ini dapat memuaskan fitrah manusia, sehingga berdampak

positif terhadap kemajuan masyarakat.”

M. Kamal Hijaz, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam™ Al-Fikr, vol. 15 no. 1 (2010), h.
191-193.
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1.2.2.3 Ciri Sistem Ekonomi Islam
1. Multitype Ownership (kepemilikan multijenis). Merupakan turunan dari nilai
tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer

langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk

mengelolanya. Jadi manusia diang pagai pemilik sekunder. Dengan demikian

kepemilikan swasta dia min keadilan, yakni supaya tidak

n yang lain, maka cabang-

ga diakui.

afah. Freedom to act ak : anisme pasar

ena setiap individu be lah. Dengan

ertindak sebagai wa : i interaksi

aku ekonomi serta memasti rjadi distorsi

) pel

dan menjami ri’ah.

e (keadilan sosial n dari nilai 1 dan ma’ad.

, pemerinta kebutuhan

nya dan rp*ﬂ EpngnsEal antara

enjamin pe

ya dan yang

http://journal.uin-alauddin.ac.id (diakses 18 November 2019).
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1.2.3 Teori Perjanjian Kerja
1.2.3.1 Pengertian perjanjian kerja
Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang

diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan

pekerjaan dan pihak lain berjanji u ukan pekerjaan tersebut.*

Dalam praktik, dan dang-undang, bahwa perjanjian
untuk melakukan pe ut dapat dik

1. Perjanjian untuk jasa-jasa tertentu;

1.2.3.2 ian kerja

rat sahnya perjanjian ki

1. ikan termasuk jenis p atau halal
ariat, berguna bagi per masyarakat.
uan syariat t pat menjadi

jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.

%0gyhrawardi, Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur: Sinar
Grafika,2012), h.163.
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Sedangkan syarat-syarat mengenai subyektif yang melakukan
perjanjian kerja yaitu:
1. Kata sepakat, berarti adanya titik temu diantara para pihak tentang kepentingan-

kepentingan yang berbeda.

2. Cakap, berarti dianggap mampu.n an perbuatan hukum. Prinsipnya, semua

orang berhak melakuka ).orang dapat membuat perjanjian

kecuali orang yang vasa, dibawah pe , dan orang-orang tertentu

akan di atas,

maka n hukum diantara melakukan

perjanji a hubungan hukum di an hak dan

k tersebut.®?

kewajib

jadi kewajiban pekerja de danya gan hukum

sendiri pekerjaa rjanjian kala aan tersebut

pekerjaan yan

beleria PR EP ARE

erjakannya,

sedangkan bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut

sebagaimana mestinya;

$'Dadang Sukandar, “Pengertian dan Syarat-syartat Sah Perjanjian”, Legal Akses.com, 8
Desember 2010. http://legalakses.com/perjanjian/ (30 Juli 2019).

*Djumialdji, “Perjanjian Kerja” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.166-168.
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5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut
dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.
Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi

pekerjaan adalah:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan
2. Hak atas upah sesuai deng

3. Hak untuk diperla a baik dalam |
4

erutama sekali menyangkt

muncul dewasa ini dal s rjaan adalah
emenuhan hak-hak pek

secara | n pekerjaan, hak atas j

riat Islam

rinci secara tekst ketentuan Al-Qur pun Sunnah

mum, keten

PAREPARE

a kaitan deng

kerja ad
Allah berfi
Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran."?

*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya:Fajar Mulya, 2015), h. 277.
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Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikemukakan
bahwa Allah swt. memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku
adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat

itu, dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan

bagian dari perusahaan, dan kalau b arena jerih payah pekerja tidak mungkin

usaha si majikan dapat ber

Disebabkan g punyai andi untuk kesuksesan usaha

ajikan untuk menyejahterakan para pekerjanya, termasuk

1 “Tinjauan Hukum adap Upah

di Desa Kaluppang Kabupaten

roleh gambaran yang

penelitian ini, maka pen kan maksud

sekaligus m ar atau bata asan dalam
ehingga dapat menj terprestasi dasar da

PAREPARE

dari su

peneliti

yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.**Menurut peneliti upah adalah

gaji atau imbalan kepada pekerja sebagai hasil dari pekerjaannya.

%*Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta:Balai
Pustaka,2002), h.1250.
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3.1.2 Saro
Saro merupakan bahasa dari daerah Bugis yang berarti upah.
3.1.3 ljarah

ljarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. la sesungguhnya

merupakan transaksi yang memperj an manfaat suatu harta benda. Transaksi

ijarah merupakan salah alah yang banyak dilakukan
manusia untuk memen

Jadi menurut ‘peneliti ljarah adalah transaks manusia yang memiliki

m
s Besar Bahasa Indones
nggap mengikat, yang

onomi dalam Kamus Be

2raturan atau

onomi yang

®Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Cet. I; Jakarta:Raja Grafindo
Persada,2012), h.371.

**Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta:Balai
Pustaka,2002), h.410.
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3.1.5 Massangki Samba
Massangki Samba adalah proses memanen padi secara tradisional
dengan menggunakan sabit sebagai alat untuk memotong padi, namun padi

dipotong dari bawah dekat akar padi dan adapun kayu passambarang

merupakan alat untuk memi abah dari batangnya.
3.1.6 Perjanjian Kerja

Perjanjian me Ba esia adalah persetujuan
au lebih, masing-masing

urut peneliti

atau yang telah

melakukan

berpikir adal ra terhadap gejala yang
permasalaha ini disusun ¢
pustaka dan relevan atau

upakan sMEEFﬂaR Eumuskan is.

s Besar Bahasa Indon
sesuatu i erbuat).
32 B

K

menjad berdasarkan

pada ti . Kerangka

berpiki

*’Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta:Balai
Pustaka,2002), h.458.
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif,

dalam penelitian ini meng knik pendekatan normatif. Pendekatan
normatif adalah studi masalah dari sudut legal formal
dan atau nor lah hubungannya dengan
tara normatifnya adalah
pendekatan
pendekatan

ahli usul figih (Usuliy

(Fugaha),

) yang berusaha mengg

adalah termasuk pende

3.2 enelitian

okasi peneli aluppang tan Maiwa
ten Enrekang elakukan pe yaitu + 45

m ekonomi

3.3

a Kaluppang

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Selain itu, juga berfokus kepada
sistem pengupahan pekerja massangki samba’ dalam tinjauan hukum ekonomi

Islam.

35
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3.4 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian, sumber data terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang

akan diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi asi penelitian. Sedangkan data sekunder

yaitu data yang dipe okumen resmi, buku-buku yang

berhubungan d penelitian, ha tian dalam bentuk laporan,
asi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Teknik
kan jumlah
rmasi  yang

biasa disebut dengan sampling.

terdiri dari pekerja m ilik sawah,
oh masyarakat.
35
data dalam an ini yaitu
teknik yan akan untuk
dialami dan

Japun teknik

jan ini yakni

3.5.1 Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,
sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk

kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati
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secara langsung dilokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang
berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.
3.5.2 Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsusng secara lisan d dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan  se si-informasi  atau  keterangan-

keterangan.®® [ elitian ini, melakukan wawancara

terkait.
353
data yang
n-catatan penting yan Jan masalah
gga akan diperoleh dan bukan
n. Dalam hal ini, penelit n dokumen-
ait dengan permasalahan pa

3.6 Analisis Dat
yang digun'1 a i data pada nya adalah
metode f dan deduktif: ses analisis ¢ alah sebagai

berikut: PAREPARE
f

3.6.1 sumber data
awah, melalui
wawancara kemudian di analisis. Proses tersebut penulis lakukan untuk

meyakinkan bahwa data yang tersaji betul-betul valid dan dapat di percaya.

%8Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara,
2010), h. 83.
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Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber dari serta
hasil studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis
oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu

dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus

permasalahan yang di teliti ikator-indikator tentang konsep respon

masyarakat terhada

pmena yang
memberikan

litian sehingga data yan jE akna.

kan kesimpulan, diman interpretasi

a dari data yang tersaji kan dengan

di rumuskan

kesimpulan 1 akan terus
bang sejalan an baru dari
data lainya. yang benar-
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang
Telah dime ppang dari desa induk Puncak
Harapan pada 008, yang mana at itu sebelum dilakukan

pegawai dari kecamate akni Abdul Rahim
kepala desa,
terpilih ampai tahun
a diadakan kembali pe yang diikuti
terpilih Abdul Rauf pe
letak 47 km dari Ibu k ang, atau 10
km dar atan Maiwa. Kemudian de 13,17 kmz,
atas sebagai

1. Sebe ra berbatasan

2. Sebe atan berbatas llangga;
3. Sebe ur berbatpr*rnlEMlnaEan; dan
4. Sebe a

Kemarau, dan
musim pancaroba. Dimana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang
berjumlah 212 orang, peternak, PNS 3 orang, dan pedagang 3 orang.

Massangki samba’ dilakukan sejak zaman nenek moyang. Praktik ini dimulai

dari tahun 1970-1980. Dimana sebelum itu ada yang dikatakan mang 'ngala dalam

39
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bahasa daerah Enrekang yakni proses pengambilan padi yang menggunakan alat yang
lebih tradisional lagi yaitu alat dari sekeping kayu dan bambu kecil dengan sebilah
logam tajam dipinggir kayu yang berfungsi sebagai pisau. Dengan alat ini, tangkai

bulir padi dipotong satu persatu. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita

atau ibu-ibu ini memang memakan b vaktu, namun keuntungannya ialah bulir
padi yang belum masak tida
Dalam perke
kemudian berganti pade

membantu
Enrekang.
Praktik bit, setelah batang pa enggunakan
sabit. S ibabat (dipotong dari

kemudi S ngkainya dengan cara nda alat dari

papan a bulir padi rontok. Pros Kaluppang

Kecama aiwa Kabup ebut dengan massangki
samba’

panen padi Kaluppang atan  Maiwa

)an kearifan

ekang mpnaanm R‘E)anyak
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.2.1 Perjanjian pengupahan terhadap saro to massangki to massamba’ di Desa
Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Pada masyarakat Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang,

mayoritas pemilik sawah atau padi pekerja massangki samba’ melakukan
perjanjian kerja secara lisa
1. Kesepakatan

melakukan pekerjaan

ggil saja i awahpi baru

isampaikan oleh Misl j gai pekerja

begitu perjanjiannya, i amba mane

na lekka massangki, purapi gki ¢ > tau

rjanjiannya, anya datang

hari kerja gki samba’

lik padi dan

buruh melakukan

pemanggilan kepada buruh tani dengan langsung mendatangi rumah masing-masing

buruh tani yang akan dijadikan sebagai pekerjanya. Setelah dilakukan pemanggilan,

%salma, Ibu rumah tangga selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 15 Oktober 2019.

*“Mislia, Ibu rumah tangga selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 15 Oktober 2019.
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pemilik padi akan memberi tahu hari diadakannya pekerjaan massangki samba’ tanpa
membicarakan upah yang akan diberikan nantinya. Di situlah akan terjadi
kesepakatan apakah buruh tani memenuhi panggilan pemilik padi ataukah

menolaknya.

Dari hasil wawancara yang ¢ dengan masyarakat dapat kita ketahui

bahwa pemahaman masya kerja belum sepenuhnya ada
, karena masyarakat pada
amun antara buruh dan
sebelumnya
atau padi.
kan oleh Massaile selak
nggil pekerja tidak se
rang yang dipanggil be

ng kalau musim panen
ai buruh tani. Jadi mem.

padi :
a, mesti ada
bekerja sama
_merrﬁr}ggil
juan.

bahwa tidak

ass aku sebagai pemilik sawah
ni itu mau be padi. Karena

Sim itu banya gs i ias ang di Desa

camatan Ma ng terlebih

ja kemtpnun Ei MantEdijadikan

memanggil

i buruh tani

Adapun yang menjadi obyek dari perjanjian ini adalah pekerjaan massangki

samba’ yang dimana mayoritas dilakukan masyarakat desa Kaluppang. Pekerjaan ini

*Massaile, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober
20109.
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sudah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat yang memang kebanyakan
berprofesi sebagai buruh tani.

Seperti yang diutarakan oleh Salma :

“Sebagai pekerja, karena massangki samba’ itu sudah menjadi keharusan
untuk kami yang mata pencahariannya memang disitu, kami hanya menerima
kesepakatan yang ada, karena.itulah menurut masyarakat yang terbaik dan
memang sudah disepakati ole arga desa Kaluppang.”42

Kebanyakan masya mang hanya mengikuti ketetapan

yang ada dan hal ini enjadi tradis istiadat masyarakat desa

emegang prinsip saling tolong antara warga

yang yarakat atau

Tokoh
u rupa tau, iya mem sipakkulea
da-padatta tu parallua 0 tudisanga
lla inda tudisanga tau va jadi apa-
ede tudisanga tolon ko anu ri

mpaikan oleh M. Sadi yarakat atau

Tokoh bahwa kita
sebagai membantu

SeSama

sesuatu hal

*2Salma, Ibu rumah tangga selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 15 Oktober 2019.

*M.Sadik, Kepala Dusun Batu Pute selaku Tokoh Masyarakat, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 16 Oktober 2019.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



44

3. Waktu Kerja
Dalam hal waktu kerja, pekerjaan massangki samba’ dilakukan dalam kurun
waktu 1-3 hari tergantung banyaknya buruh tani dan jumlah padi. Hal ini juga terjadi

apabila lahan sawah masih banyak yang belum terpotong padinya dan masih banyak

tumpukan padi yang belum di sam pemisahan bulir padi dari batangnya.

Dalam satu tahun musi n. 1-2 kali musim padi/panen,
tergantung dari cuaca ¢
pkan oleh Sainab selaku ketika peneliti

nya, beliau

jika masih
melakukan

ari banyaknya padi y
waktu sudah tidak m
a kami lanjutkan saja pa

katakan oleh Hapsah sel

napura tu ase disamba’
t, apalagi ke bosi ramba i sauki

engatakan:

0 ma,lflisbaja

elum selesai

melakukan

disi, namun

4. Jumlah Upah
Penentuan upah dilakukan pada saat pekerjaan sudah selesai, saat itu juga

pemilik padi akan membagikan upah kepada buruh tani berdasarkan hasil

**Sainab, Petani selaku buruh tani, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober 2019.
**Hapsah, Wiraswasta selaku buruh tani, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober
2019.
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pekerjaannya dan kemudian di bagi 9:1, dimana sembilan mangkok untuk pemilik
padi dan 1 mangkok penuh untuk buruh tani dan dikali banyak sesuai hasil
pekerjaannya. Hal ini diungkapkan oleh Saharia selaku pemilik padi, beliau

mengatakan :

“Jadi pada saat sawah sa
padi. Jika pekerjaannya su
tanpa saya beri tahu b
memang sudah m
dengan buruh.”*

an panen saya memakai jasa buruh tani
i-saya beri upah dengan pembagian 9 : 1,
i.upah yang akan didapatnya. Karena
juga sudah saling mengenal

Berdasarkan tas menjelaskan bahwa
Kabupaten
....... ap butkan banyaknyz yang akan

ak memakai

g tidak ada perjanjian anya sebuah

aya untuk melakukan pe

2sa Kaluppang pembagi upah secara

netto at i : 1 sudah menjadi digunakan
sawah atau
padi 1 mangkok
penuh b pendapatan
buruh t tani sangat
dimilikinya.

Sebagai buruh tani mempunyai keuntungan yaitu menikmati beras atau padi
walaupun tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi. Seperti yang diutarakan

oleh Sainab selaku pekerja massangki samba’ yaitu :

**Saharia, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober
2019.
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“Keuntungan yang didapat itu tergantung dari luas dan tingkat
keberhasilan tanaman padi itu, jadi kadang kita untung dan kadang juga
pendapatan yang sedikit, tapi alhamdulillah karena masih bisa menikmati
beras dari hasil jerih payah sendiri.”’

Keterangan yang Sainab utarakan merupakan respon kebanyakan masyarakat

yang telah penulis wawancarai.

Dapat dijelaskan jik ikan dengan rukun akad dengan akad

perjanjian yang di apangan Yyaitu antara pemilik
sawah/padi samba’ , maka dapat
disimpulkan kejadian tersebuat su ai_dalam hukum Islam
emudian ada
melakukan
Objek akad yang dim
kerjaan massangki sam ntang tujuan
ersebut adalah untuk hidup yang
nusia memerlukan kebutuh itu sandang,

dan papan.

di hal tersebut su nya saja dalam pe akad tidak
an berapa up leh pekerja/b i. Hal inilah
) terdapat di
kah baiknya

Uga mengenai
upah yang akan diterima oleh buruh tani, sehingga tidak ada lagi kesalah

pahaman anatara keduanya dan juga sudah jelas.

*'Sainab, Ibu rumah tangga selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 16 Oktober 2019.
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Jika dalam hukum perjanjian menurut hukum perdata Barat (BW) dikenal
dengan istilah unsur-unsur perjanjian, maka dalam hukum islam dikenal dengan
istilah rukun akad yaitu sesuatu yang mutlak harus ada dalam suatu akad atau

perjanjian dalam hukum perdata Barat. Sehingga ketiadaannya menyebabkan suatu

akad dianggap tidak terbentuk ata ap tidak pernah ada dalam istilah hukum

perdata Barat yang berakiba perjanjian.
Rukun akad

unsur-unsur 'y nbentuk akad atau dalam

pengertian lain sesuatu yang mutlak harus ada dala perjanjian Islam).

ana saja yang merupak ventuk akad,

karena ahli hukum Islam berp a “ijab dan

kabul” s unsur luar dari akad.

at tersebut terlihat jelas da ukum Islam
bermaz i rukun akad

adalah

pernyataan
Kenal dengan
istilah “ijab dan kabul”. Sedangkan para pihak dan objek akad hanyalah merupakan
unsur luar, dan karenanya tidak termasuk esensi atau subtansi akad. Sekalipun
demikian, unsur para pihak dan objek akad juga harus ada, namun keberadaannya

hanya merupakan unsur luar dari akad sehingga tidak termasuk kategori rukun.
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Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka ahli hukum Islam kontemporer
seperti Az-Zarqa’ dalam bukunya yang berjudul “al-Figh al-Islami fi Tsaubihi al-
Jadid” menggabungkan keempat unsur tersebut sebagai unsur pokok terbentuknya

akad sebagaimana dikemukakan berikut, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad

2. Pernyataan kehendak pa

422 ha’ di Desa
sia tidak pernah lepas d in, demikian
buruh tani di Desa atan  Maiwa
agian besar masyarak

tani. Untuk memenuhi ' i, mereka

masyarakat
dah menjadi
alah satu cara
untuk memperoleh penghasilan. Seperti yang dikatakan Hapsah selaku buruh

tani di Desa Kaluppang :

“Itulah makanya orang-orang di desa ini tidak terlalu mempermasalahkan
upah pekerja yang didapat, karena mereka hanya menganggap sebagai tradisi

*Marilang, Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian) (Makassar, Alauddin
University Press, 2013) h.180-182.
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yang harus dikerjakan dalam rangka saling membantu a%ara manusia
ataupun tolong menolong antara yang membutuhkan bantuan.”

Berikut akan penulis jabarkan proses memanen padi yaitu sebagai
berikut :

1. Massangki

Massangki adalah istilah is dalam proses memanen padi yaitu

memotong tanaman padi tinya tanaman padi akan lebih

mudah diambil bulir h Mislia selaku buruh tani

yaitu:

mappamula

amba’”.

g dari dulu
sudah aj (massangki), mulai pad isti gngala atau
potong ) kan besi tajam dan ka padi secara
perbata i itu barulah ada yang din amba’.

ikatakan oleh Massaile sela ilik p u:

g itu agak mendi siste akan untuk
nen padi, du waktu yang
Iagrlla untuk men ekerjaan massangk a alat yang

e ata e oot ia ma di desa ta
juga karena
ak dan cucu

etap itu yang dikerja”.

*Hapsah, Wiraswasta selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 16 Oktober 2019.

%%Mislia, Ibu Rumah Tangga selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 15 Oktober 2019.

>!Massaile, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober
2019.

52Massaile, Petani selaku pemilik sawah.
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Jadi perubahan masa kemasa itu sudah tentu mengubah nasib setiap petani
desa Kaluppang, yang dimana dulu sangat kesulitan melakukan pekerjaan karena alat
yang masih begitu terbatas, namun seiring dengan perkembangan jaman Kini sistem

pemotongan padipun sudah agak mudah dikerjakan.

2. Tanaman Padi Yang Sudah Dipg
Padi yang telah 0 emudian dikumpulkan menjadi
beberapa tumpukan di padi dari tangkainya yang

am bahasa bugis Enreke ujuannya agar padi bisa

i dipotong itu padi, di i ru ditumpuk
kan %gitu di sebelah ki nya itu alat
anti”.

dari Hapsah selaku bur

kalau ada keluarga yan
0 mi juga yang pungut i

yang potong
pukan.>*

apai semua

salma selaku

p
banyak padi yang sudah dipotong, biasa besoknyapi baru dilanjutkan lagi”.>

*Hapsah, Wiraswasta selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekangs, 16 Oktober 20109.

*Hapsah, Wiraswasta selaku pekerja massangki samba’.

*Salma, Ibu rumah tangga selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 15 Oktober 2019.
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Tumpukan padi yang sudah dipotong lah yang akan diambil satu genggaman
dan kemudian di pukul-pukulkan kepapan, sampai bulir padi tersebut rontok atau
terpisah dari batang padi. Terkadang sampai 4 atau 5 pukulan sehingga padinya

rontok. Tahap ini cukup membutuhkan tenaga dan waktu yang lama untuk

terselesaikan. Hal ini diutarakan oleh

“Itu padi yang
semua itu bulir pad

0.selaku pekerja massangki samba’ yaitu:
mi yang di samba’ sampai rontok

4. Pembersihan

disamba’ akan rontok terpisah dari dan daunnya.

rlihat bersih maka dila ap pe han. Seperti

yang di ole selaku buruh tani yang

disamba’, dialai ma
ccing, sampai indamo r

ataan Mislia adalah “Jika batang dan

daun di sampahnya.

Mislia yaitu:

begituanji, gampangmi

5. Pad

karung.

%¢3ainab, Ibu rumah tangga selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang, 16 Oktober 2019.
*’Mislia, Ibu Rumah Tangga selaku pekerja massangki samba’, wawancara oleh penulis di
Enrekang5 15 Oktober 2019.
®Mislia, , Ibu Rumah Tangga selaku pekerja massangki samba’.
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memasukkan bulir padi kedalam karung yang nantinya akan dibagi upahnya. Seperti

yang diutarakan oleh Mislia selaku buruh tani yaitu :

“Iyana pada pura manangmi dipaccingngi, dipatamami dikarung mane diolli
tu puanna ase namane nabage”.

Maksud dari perkataan Mislia adalah jika semua bulir padi sudah

dibersihkan, dimasukkan didalam udian pemilik padi kita panggil untuk
membagi.

6. Pembagian Upah

sinilah akan

lakukan pengupahan d sistem netto

upah 9:1, sembilan ma padi dan 1

tani. Seperti yang dikat pemilik padi

passangki
bocco untuk

Cara pembagian upah tersebut dilakukan dengan tradisi berdasarkan satuan

hasil. Dimana pengupahan yang tidak berdasarkan satuan waktu akan tetapi

$Mislia, Ibu Rumah Tangga selaku pekerja massangki samba’.

Daharia, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober
2019.
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berdasakan jumlah padi yang dipotong dan di samba’ sehingga mendapatkan hasil.
Dari hasil tersebut buruh tani mendapatkan upah yang tergantung dari banyaknya

padi yang di potong dan disamba’.

7. Biaya Operasional Satu Kali m (4 bulan)
Tabel Biaya Dari 30 Are ah Dengan Satu Kali Musum

3 botol

3 botol

REPARE""

Sumber Hasil Wawancara
berdasarkan hasil wawancara dari Musakkar selaku pemilik sawah yang

mengatakan :

“Hasil yang didapat petani tidak selamanya memiliki untung sebanyak
Rp. 6.950.000, karena tergantung dari keberhasilan padi yang tumbuh dengan
baik. Jadi yang saya utarakan itu adalah panen satu kali musim yang dalam
kategori panen yang berhasil. Kadang juga ada padi yang dimakan tikus, diinjak
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babi, dimakan hama, dan dibawah tumbang oleh hujan lebat serta angin
kencang yang tentunya memberikan dampak yang merugi.”61

Dalam hal ini, penulis tidak dapat menjelaskan upah yang di dapat pekerja dan
petani dalam hitungan 9 : 1 karena upah yang didapat tidak menentu banyaknya hasil

akhir karena hanya tergantung pada ketekunan atau kelincahan seorang buruh. Akan

tetapi, berdasarkan hasil wawanc Daharia selaku Pemilik sawah yang

mengatakan :

a tau tapi biasa sakkarung
sitang’nga nad 1 1jo 1 ko pira mangkok. Tapi
antung kesepakatanna tu

karung. alau itungan mangkok saya t ngkok. Tapi

9 : ternyata ada juga ya : antung dari

mba ik sawah).

upa dah menjadi kebiasaan yan ukan ara petani di

. Meskipun im , masyara h menerima

but dan tidak

berdasarkan ilik padi tida perikan upah

aktu kerP AIR(E P*RE pekerjaa j ditetapkan
: yang sama,
jumlah ‘upah™ya a pekerja s 3 3 : ap hari, atau

' Musakkar, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober
2019.

$2Daharia, Petani selaku pemilik sawah, wawancara oleh penulis di Enrekang, 16 Oktober
2019.
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tergantung pada produktivitas masing-masing. Prinsipnya, semakin banyak pekerjaan
yang berhasil diselesaikan, semakin besar upah yang akan didapat.

Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan upah
satu perbandingan sembilan yang terjadi di Desa Kaluppang :

Pada saat padi Musakkar telah siap. untuk dipanen, jauh hari beliau telah
mencari buruh tani di Desa Kaluppang untuk membantunya memanen padinya.
Beliau mendapat 10 .orang buruh tani untuk dijadikan sebagai pekerjanya untuk
memanen padi disawahnya. Pada saat itu proses memanen padi memerlukan waktu
sampai satu atau dua hari dengan hasil keseluruhan padinya adalah 25 karung. Upah
buruh tani diberikan dengan jumlahkeseluruhan adalah 5 karung dengan pembagian
satu perbandingan sembilan. Disini satu orang itu tidak menentu berapa mangkok
yang mereka akan peroleh, ada yang 30 mangkok dan ada juga yang lebih dari itu.
Tergantung dari kelincahan dan kekuatan masing-masing pekerja.

Dalam penelitian ini, dalam hal biaya operasional satu kali musim, biaya yang
digunakan adalah harga standar yang.dikeluarkan oleh pemilik sawah atau padi.
Namun bukan hanya tentang biaya‘yang dikeluarkan, namun tenaga yang dikeluarkan
oleh pemilik sawah untuk merawat atau menjaga padi miliknya sangat ekstra, dimana
setiap minggu pemilik sawah dalam 3=hari'sekali dia memantau lahan padi miliknya
karena begitu banyak resiko yang kemungkinan bisa saja terjadi. Pemilik sawah/padi
sendiri juga yang akan memberikan pupuk, menyemprotkan racun, dan sebagainya.

Jika ditinjau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian
upah yang dilakukan antara pemilik sawah atau padi dengan pekerja/buruh massangki
samba’ sudah sesuai berdasarkan tinjauan penulis terhadap kejadian di lapangan,

karena antara biaya operasional dan tenaga yang dikeluarkan seorang petani sudah
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sebanding dengan tenaga dan upah yang dihasilkan oleh pekerja atau buruh tani.
Bukan hanya itu, pemilik sawah atau padi juga memberikan makan kepada buruh tani
dalam rangka sebagai ucapan terima kasih.

Namun, hal demikian dijelaskan dalam Fighi Muamalah yaitu

mengenai penentuan upah. A mengkehendaki agar dalam pelaksanaan

ijarah itu senantiasa etentuan yang bisa menjamin
pelaksanaanny; ak merugikan sa vihak pun serta terpelihara
a. Dapat dikatakan bahwa
Jiaya modal
)anding dan
buruh tani pun sudah kerja yang
an tenaga sehingga bis 30%.

4.2.3

massangki to mas Kaluppang

a Kabupaten Enrekang an hukum
d 3 or informal

) digunakan

a penulis akan
meninjau dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya.®®
Pada masyarakat desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang,

perjanjian yang dilakukan sebelumnya tidak menyebutkan upah pekerja dan

83Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz 11, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 50
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pelaksanaan pengupahan buruh terjadi ketika pekerjaan massangki samba’ telah
selesai dikerjakan oleh buruh tani. Kemudian sistem pembagian upah buruh tani
tersebut diakumulasikan dengan sistem bagi hasi satu perbandingan sembilan.

Dimana tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tidak sebanding dengan upah yang

didapatkan. Hal demikian yang ak is analisis berdasarkan ketentuan hukum

ekonomi Islam.

ewa. Menurut syara’ ialah
memberikan sesuat orang lain untuk anfaatnya dan penerima
benda inimba an. Hukum

a dan sesuai

... Allah be I-Bagarah/2: 233.

G el 1y &k 7 s

f/ai°4/f -
Oaall ol

tida

akmu disusukan orang la dz
2

erikan bayaran menurut yang p

dosa bagimu

e barang yang akan adalah

swt. diatas

maksiat. Ses pengupahan

pemilik sa buruh tani . Kaluppang

tokoh masyarakat/agama dan juga selaku kepala dusun Batu Pute, bahwa sudah
menjadi adat kebiasaan atau kewajiban antara masyarakat untuk menanamkan prinsip

saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Apalagi dalam satu desa itu bagaikan

$*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya:Fajar Mulya, 2015), h. 37.
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keluarga yang satu rumpun atau selalu bersatu dalam hal kebaikan antar sesama umat
beragama.

Berdasarkan akad kerja sama antara pemilik padi dengan buruh tani

memiliki unsur-unsur para pihak yaitu antara pemilik padi dengan buruh tani

yang melakukan akad sewa a jasa dalam hal pengupahan merupakan

orang yang cakap berti an kehendak sendiri. Kemudian
antara pemilik mbicarakan syarat dengan
alasan suda I kebiasaan masyara tidak pernah ada yang

erti maksud

erjaan massangki sam : buruh tani
mendap i nya padi dari hasil ker pihak yaitu
antara di dengan pekerja/buru j aktunya juga

sudah d ) g dari luas lahan sawah tani.

di dan buruh
uslah berﬁa tﬁ nﬁ E‘ngan pen laan. Dalam
ini, ti x E?(R ij pihak atau
angnya dari
pihak-pihak pemilik padi dan fburuh tani atau dari pihak lain. Didalam
melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari
muajjir ataupun musta jir. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan
akad ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek

yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga keduanya merasa
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tidak dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari. Dalam
hal ini, antara pemilik padi dan buruh tani sama sekali tidak ada keterpaksaan
dan unsur penipuan yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu muajjir

dan musta jir. Karena mereka sama-sama memegang prinsip rela sama rela

emb terjadinya sewa-menye an terhadap
yan g agama. Pemberian u i alam ijarah

ber atu yang bernilai, baik 1, yang tidak

Angan n kebiasaan yang berlaku. gat berperan
dalam kegi i ani, dimana
yang akan d j massangki

arus mubah

sawah/padi ataupun pekerja/buruh tani dengan demikian pengupahan pada buruh tani

massangki samba’ terselesaikan dengan adil. Dalam hal ini ada beberapa hal yang

% Helmi Karim, Figh Muamalah (Cet. I1; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 31.
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harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan penetapan upah yaitu prinsip hukum
ekonomi Islam.
Pembagian upah yang dilakukan antara pemilik padi dengan buruh tani

memperhatikan prinsip keadilan, yaitu adil bermakna jelas dan transparan dan

adil bermakna proporsional.

Hal ini sangat pentir 2kerjaan massangki samba’ pada

masyarakat desa Ka upah yang dida lah adil yang bermakna

akan disebutkan kepad g - enghalalkan
edang berihram (haji a : hnya Allah

ya yang kamu kerjakan.™

Dan dalam hadis berikut ini:
B8 Cang & U8 AT Sa¥ 1k

Artinya:

*®*Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya:Fajar Mulya, 2015), h. 106.
*’Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108.
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“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukanlah
ketentuan gajinya, terhadap apa yang diker;j akan.”®®

Ketiga dalil tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak
pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya.®® Sehingga ketika

prinsip keadilan ini dibawah dalam sistem pengupahan massangki samba’ dapat

ditarik suatu kesimpulan bahwa si ah massangki samba’ memenuhi prinsip

keadilan dengan akad yang elakukannya. Hal tersebut dapat

dilihat pada akad sis pemilik sawah atau padi

amba’ telah

kesesuaian

dari buruh
Prinsip ini

disebut

- T (e O - T
s G D3 S

dengan 2lah mereka
dan mereka

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas
menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan sebagai

pemberian hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja

®81bnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 20.
**Helmi Karim, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.
""Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya:Fajar Mulya, 2015), h. 504.
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atau hasil produksi. Berdasarkan hal tersebut upah yang didapat
pekerja/buruh tani pada Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten
Enrekang yaitu stengah karung dan biasa jg lebih dengan perbandingan 1:9

sesuai dengan luasnya sawah atau tingkat keberhasilan tanaman padi tersebut

dan banyaknya buruh tani. akan bahwa upah dan keuntungan yang

didapat sudah prop al dan hasil kerja keras untuk

yang didapat buruh tani

kesetaraan,
oporsional sehingga d kesimpulan
ruh tani di Desa Kalupp 1 Kabupaten
nuhi prinsip keadilan.
g ke dua siap menerima
an massangki
enerima. resi . Prinsi ip ekonomi

ang dapat dij

yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip
“dimana ada manfaat, di situ ada resiko” (Al kharaj bid Dhaman).
Seperti yang ada pada pekerjaan massangki samba’ tersebut,

bahwasanya ada beberapa resiko yang harus didapat seperti jika dalam
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melakukan pekerjaan tiba-tiba terjadi kecelakaan misalnya, tangan seorang
buruh terluka karena terkena sabit. Maka yang bertanggung jawab adalah
dirinya sendiri.

Prinsip ke tiga tidak melakukan penimbunan, dalam sistem ekonomi

Islam, tidak seorangpun diizi ntuk menimbun uang atau barang. Tidak
boleh menyimpan ug begitupun dengan barang. Dalam
hal upah meng <aluppang, tidak ada yang

melakukan pe ol anspa pada saat melakukan

terhadap
tubuh sakit,
akan merasakan sa
kemiskinan, maka tug ' innya untuk
iskin itu.

Sama hal ny: j akukan oleh

padi dan buruh uppang, me engandalkan

solidaritas

kat meN nnEer“eEutuhkan
r

ng pertama. Ana sesama
buruh tani

menghidupi

Dalam hal ini, prinsip hukum ekonomi Islam sudah terrealisasikan
terhadap masyarakat di Desa Kaluppang yang melakukan pekerjaan dalam hal
massangki samba’. Dan semoga kedepannya prinsip ini tetap terjaga

kemurniannya sehingga dapat membentuk suatu karakteristik di masyarakat
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untuk mencapai suatu tujuan hidup serta dijadikan sebagai pedoman hidup

dalam bermuamalah, dalam hal ini ber ijarah (sewa-menyewa jasa).

13l
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti

dapat menarik kesimpulan, bahwa :

1.1.1 Perjanjian pengupahan terh to massangki to masamba’ di Desa

Kaluppang Kecamata rekang dilakukan secara lisan,
dengan perjanjia ah pihak untuk melakukan
pekerjaan mas 2. i n massangki samba’; 3.
lah padi; 4.
dah selesai,
ni. Kejadian
dalam hukum ekonomi kedua belah
n akad yang kemudian ihak apakah
k melakukan pekerjaan I. dan manfaat

n juga sudah jelas yaitu samba’.

atangnya; 4.
pagian upah
an mangkok
bagian upah
ini dilakukan berdasarkan satuan hasil atau berdasarkan jumlah padi yang

dipotong.

1.1.3 Upah terhadap saro to massangki to massamba’ di Desa Kaluppang Kecamatan
Maiwa Kabupaten Enrekang menurut tinjauan hukum ekonomi Islam yaitu

pernyataan syarat dan rukun ijarah (sewa menyewa/ upah) tersebut

65
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diberlakukan masyarakat desa Kaluppang, dan jika disesuaikan dengan syarat
dan rukun ijarah maka proses akad sewa menyewa jasa yang dilakukan antara
pemilik sawah/padi dengan pekerja/buruh tani sudah sesuai dengan syariat

hukum ekonomi Islam yang ada dan jika kita melihat dari sisi rela sama rela

maka tidak ada yang menjadi ntara kedua belah pihak tersebut. Buruh

tani juga tidak mer. mersa kurang atas upah yang

didapat.
1.2 Saran
1.2.1 Se masyarakat

dari kesalah

mengetahui
an didapat, dan juga S ukun untuk
Sewa-menyewa jasa).

122 U r menjadikan pekerjaan ] sebagai adat
erminkan kehidupan ya bedaan dan

aik serta sebagai 3 encerminkan
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.’\ Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka 1\.
"\‘ penyusunan Skripsi dengan judul:*Tinjouon Hukum Ekonomi Islam Terhadop Upah Pekerja "“
,\. Massangkl Samba’ Di desa Keluppang Kecamatan Maiwa Kobupoten Enrekang” ..‘.
',. Dilaksanakan mulai, 15 Oktober 2019 s/d 15 November 2019. ‘,.
"‘. Pengikut/anggota: - Q':
(\’ Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan: A
* "
(4] 1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri  kepada §%
r: Pemerintah/instansi setempat. P‘Q
4 2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah dilzinkan. >3
C': 3 Mentanl semua pemnran Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat i’:.
" s L)

4. Men rahkan 1 (satu) berkas foto Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas

;\. Penayt.iarun oJal ) dan Pelayanan % Sgtu Piv'\’m Kag:gam ki'og s |’\.
." S Demikian untuk mendapat perhatian, ":
e "%
3 ')
o

!". ')
-

Oy o
0y Fy
)

@~ D
.P‘Q 'v‘ﬁ
-~ i

“‘ ')
e Tembusan Yih L
“Q 01, Bupatt Enverany | Sebagal Laporan). .‘.

"‘ 02, Kepals BAXESBANGPOX Kab Enrekang ""
" ©3, Camat Maiwa, PN

‘\ 4, Instizut Agema Islam Negeri Parepare q (Y
S 05, Yang bersangkutan (Naristi). -

L) 06 Pertingge! (A
". ;\.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O iy
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PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA KALUPPANG

T KETERANGAN
NOMOR/S// DKLP/ X1 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NARIATI

Tempat/Tgl.Lahir : Kaluppang, 02 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa

Alamat : Dusun Longa, Desa Kaluppang Kec. Maiwa Kab Enrekang

Bahwa yang tersebut namanya diatas adalah benar-benar Mahasiswa Institut
Agama Islam ( IAIN ) Pare Pare Telah Melakukan Penelitian mulai dari tanggal 15 Oktober
S/d 15 November 2019 dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul “ Tinjauan Hukum
Ekonomi Islam Terhadap Upah Pekerja Massangki Samba di Desa Kaluppang Kecamatan
Maiwa, Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepadanya
untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya serta dimaklumi sebagaimana mestinya.

Kaluppang, 18 November 2019
Kapala Desa Kaluppang
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Outline Pertanyaan

A. Pertanyaan untuk Pemilik Sawah / Padi
1. Bagaimana pemahaman ibu/bapak mengenai perjanjian kerja ?
2. Bagaimana proses perjanjian kerja antara pemilik sawah/padi dengan pekerja

massangki samba’ ?

t ibu/bapak mengenai

ilakukan pemilik saw

pat ibu/bapak terhadap sist

k sawah/padi

anfaat yang diras ah/padi dala

pa orang dala

PAREPARE
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B. Pertanyaan untuk Pekerja Massangki Samba’

1.
2.

10.

© N o g &~ W

Bagaimana pemahaman ibu/bapak mengenai perjanjian kerja ?

Bagaimana proses perjanjian kerja antara pemilik sawah/padi dengan pekerja
massangki samba’ ?

Apa syarat perjanjian kerja massangki samba’ yang dianggap sah ?

Bagaimana perjanjian kerja aktu berakhirnya ?

Bagaimana pemaha
Apa faktor pen assangki samba’ ?

Apakah ada i ntara semua pekerja ?

memenuhi
i pekerja massangki sa
u/bapak dapatkan dari samba’ ?

13l
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C. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

1.

Mengapa tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai upah yang diberikan
pekerja/buruh massangki samba’?

Apa yang mendasari penentuan upah pekerja massangki samba’ ?

Mengapa pengupahan dilakukan dalam bentuk gabah melainkan bukan
dengan uang saja ?

Berdasarkan penga ang didapatkan pemilik sawah/

PAREPARE
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini -

Nama : Emm

Tempat, Tgl lahir * Waurtecq » 0F Oanuar 1984
Jenis Kelamin ! Revarwion

Agama SERE P

Pekerjaan D lu Cumoia wm«p

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NARIATI untuk keperluan penelitian
skripsi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Upah
Pekerja Massangki Samba’ di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten
Enrekang”.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana
semestinya.

Enrekang, i5 Oktcher 2019
Yang bersangkutan

>t
(sALMA )
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIISLIA

Tempat, Tgl lahir : KALUPPANG, 35 -Mti- 1389
Jenis Kelamin : ‘Perempuan

Agama Co1slam

Pekerjaan © lbu rumah tangga

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NARIATI untuk keperluan penelitian
skripsi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Upah
Pekerja Massangki Samba’ di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang”.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana

semestinya.

(msL1A )
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama CMUS AekAR

Tempat, Tgl lahir - kalgpany, 073 Jwuan \939
Jenis Kelamin - Lal -\oki

A ©\glawm

Pekaiee ¢ Yo

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NARIATI untuk keperluan penelitian
skripsi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Upah
Pekerja Massangki Samba’ di Desa Kaluppang Kecamatan Maiwa Kabupaten
Enrekang”.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana
semestinya.

Enrekang, |6 O\doper >og
Yang bersangkutan

5l

(MUsAkEAe)
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Biografi Penulis

Nariati, lahir pada tanggal 02 Desember 1995 pada
hari Sabtu di Kaluppang, yang merupakan anak ke
empat/bungsu dari pasangan Huda dan Bunaiya.

melanjutkan  kembali
uan tinggi negeri di Kota

mengambil

odi Hukum
melaksa i i kat/ Kuliah
ondon Salu™ Kecamata : n Enrekang
sanakan Praktik Penga Pengadilan

gelar Sarjana Huku
kum Ekonomi Islam Te

kan Skripsi
a Massangki
ang Kecamatan Maiwa Kabupa
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